
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.928, 2019 KEMENLHK. Rencana Kehutanan Tingkat 

Nasional. Pencabutan. 
 

 
REPUPERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 

TENTANG 

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL 

TAHUN 2011-2030 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil  evaluasi dan perkembangan 

paradigma dan tantangan strategis nasional, regional, 

dan global, perlu dilakukan penyempurnaan Rencana 

Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang 

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 
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dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5432); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 

Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 
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serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 

Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5580); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  

Nomor 8); 

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-

II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460); 

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 713); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT 

NASIONAL TAHUN 2011-2030. 
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Pasal 1 

(1) Rencana Kehutanan Tingkat Nasional memuat arahan 

makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang 

dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan 

kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang 

menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional 

untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 

(2) Rencana Kehutanan Tingkat Nasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memuat Rencana Kehutanan dan 

Peta Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat 

Nasional Tahun 2011-2030. 

(3) Rencana Kehutanan dan Peta Arahan Indikatif Rencana 

Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

  

Pasal 2 

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam: 

a. penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan 

Kehutanan; 

b. penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi; 

c. penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di Tingkat 

Kesatuan Pengelolaan Hutan; 

d. penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan; 

e. penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan; 

f. koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah 

antarsektor; dan/atau 

g. pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan. 

 

Pasal 3 

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini mulai berlaku, 

semua perencanaan kehutanan yang telah disusun 

berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.49/MENHUT-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat 
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Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 381), dinyatakan tetap berlaku 

dan selanjutnya  disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2011 tentang 

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-

2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011      

Nomor 381), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  

Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

   

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 31 Juli 2019 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd 

 

SITI NURBAYA 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 19 Agustus 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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